
BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR TAHUN 2015 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA E S A 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib 
mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan 
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai 
dengan w a k t u yang d i t en tukan oleh ketentuan peraturan 
perundang-undangan u n t u k memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang d ia jukan sebagaimana d imaksud pada h u r u f a, 
merupakan perwxijudan dar i Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2014 yang d i jabarkan dalam Kebijakan U m u m APBD serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara (PPAS) yang telah 
disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada 
tanggal 09 Desember 2014; 

e. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dim.aksud pada 
h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
T imur Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomior 12 Tahun 1999 tentang Pembentuksn 
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung T imur dan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 1999 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dar i Korupsi , Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retr ibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

.Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan U m u m (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Min ima l (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akun tans i Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 
t e rakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah d iubah 
beberapa ka l i terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 680); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung T imur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
T imur Tahun 2007 Nomor 19); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung T imur Nomor 02 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung T imur Tahun 2009 Nomor 
02); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
dan 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

PENDAPATAN DAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
ber jumlah Rp. 1.765.837.179.813,00 dengan r inc ian sebagai ber ikut : 

1. Pendapatan 
2. Belanja 

Surplus/(defisit) 

Rp. 1.718.507.179.813,00 
Rp. 1.765.837.179.813,00 
Rp. (47.330.000.000,00) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan netto 
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran t a h u n berkenaan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

48.330.000.000,00 
1.000.000.000,00 

47.330.000.000,00 

0,00 

Pasal 2 

'!) Pendapatan daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 
terd i r i dar i : 
a. Pendapatan asli daerah 
b. Dana per imbangan 
c. Lain- la in pendapatan 

daerah yang sah 

Rp. 90.421.559.790,00 
Rp. 1.202.018.083.384,00 

Rp. 426.067.536.639,00 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana d i m a k u d pada ayat (1) 
h u r u f a terd i r i dar i jenis pendapatan: 



a. Pajak daerah : Rp. 
b. Hasil re t r ibus i daerah : Rp. 
c. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang d ip isahkan : Rp. 
d. Lain- la in pendapatan asli 

daerah yang sah : Rp. 

28.706.845.450,00 
6.265.782.500,00 

3.000.000.000,00 

52.448.931.840,00 

(3) Dana per imbangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
terd ir i dar i jenis pendapatan: 
a. Dana bagi hasi l pajak/bagi : Rp. 

hasi l b u k a n pajak 
b. Dana alokasi u m u m : Rp. 
c. Dana alokasi khusus : Rp. 

160.364.690.384,00 

974.792.193.000,00 
66.861.200.000,00 

(4) Lain- la in pendapatan daerah yang sah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c terd i r i dar i : 
a. Pendapatan h ibah 
b. Dana bagi hasi l pajak dar i 

propins i dan pemerintah 
daerah la innya 

c. Dana penyesuaian dan 
otonomi khusus 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1.250.000.000,00 

104.476.283.511,00 

320.341.253.128,00 

P a s a l 3 
(1) Belanja daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1 terd ir i dar i : 

a. Belanja t idak langsung : Rp. 1.168.252.833.126,37 
b. Belanja langsung : Rp. 597.584.346.686,63 

(2) Belanja t idak langsung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
a te rd i r i dar i jenis belanja: 
a. Belanja pegawai 
b. Belanja subsidi 
c. Belanja h ibah 
d. Belanja ban tuan sosial 

e. Belanja bagi hasi l kepada 
prov ins i/kabupaten/ kota 
dan pemer intahan desa 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

963.882.749.426,37 
250.000.000,00 

46.653.760.000,00 
100.000.000,00 

400.000.000,00 

f. Belanja bantuan keuangan 
kepada prov ins i/kabupaten 
/kota, pemer intahan desa 
dan parta i po l i t ik 

: Rp. 155.966.323.700,00 
g. Belanja t idak terduga : Rp. 1.000.000.000,00 

(3) Belanja langsung sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
terd i r i dar i jenis belanja: 
a. Belanja pegawai : Rp. 67.474.954.379,00 
b. Belanja barang dan jasa : Rp. 285.311.897.147,63 
c. Belanja modal : Rp. 



P a s a l 4 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana d imaksud dalam pasal 1 terd ir i 
dar i : 
a. Penerimaan : Rp. 48.330.000.000,00 
b. Pengeluaran sejumlah : Rp. 1.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
terd i r i dar i jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah 
Rp. 48.330.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b terd i r i 
dar i jenis pembiayaan penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 

P a s a l 5 

Uraian lebih lan jut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 1, t e rcantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Daerah 
i n i , t e rd i r i dar i : 

1. Lampiran 1 

2. Lampiran 11 

3. Lampiran 111 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran V l l 
8. Lampiran V l l l 
9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran X I 

12. Lampiran XI I 
13. Lampiran XI I I 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah m e n u r u t u rusan 
pemer intahan daerah dan organisasi; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah m e n u r u t u rusan pemerintahan 
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 
Rekapitulasi belanja m e n u r u t u rusan 
pemer intahan daerah, organisasi, program 
dan kegiatan; 
Rekapitulasi belanja daerah u n t u k 
keselarasan dan keterpaduan u rusan 
pemer intahan daerah dan fungsi dalam 
rangka pengelolaan keuangan negara; 
Daftar j u m l a h pegawai per golongan dan per 
jabatan ; 
Daftar p in jaman daerah. 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah). 
Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah. 
Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya. 
Daftar kegiatan-kegiatan t a h u n anggaran 
sebelumnya yang be lum diselesaikan dan d i 
anggarkan kembal i t a h u n anggaran in i . 
Daftar Dana Cadangan Daerah. 
Daftar Pinjaman Daerah. 



P a s a l 6 

Bupa t i menetapkan Peraturan Bupat i tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung T imur . 

Di te tapkan d i Sukadana 
pada tanggal ^0 ^CiMc\r\ 2015 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal JC^{^\jao 2015 

Pit. S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

ALMATURIDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015, NOMOR Od-

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI 
LAMPUNG : NOMOR 1/LTM/2015 


